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Abstract 
The practice of pawning paddy fields on Sumbawa Island, West Nusa Tenggara Province is a 

debt agreement between the pawner (rahin) and the recipient of the pawn (murtahin), which 

makes property in the form of rice fields as a form of trust from the party who owes the debt. 

The practice of pawning rice fields on this island has been going on for a long time and still 

persists in the community because it is considered to have a very high social value, namely a 

means of helping. This type of research is descriptive qualitative which aims to explain the 

practice of pawning rice fields on the island of Sumbawa from the perspective of madhhab 

priests. The research method is observation, interview and documentation. The results show 

that the practice of pawning rice fields on Sumbawa Island is basically a debt agreement 

between the rahin (the pawner) and the murtahin (the pawnee) in which the pawnbroker 

(rahin) will guarantee his rice fields to the pawn recipient (murtahin) as a reinforcement of 

the agreement. Viewed from the perspective of the madhhab imam, this practice is a habit 

that is not justified by syara' because the murtahin does not ask for permission either orally 

or in writing to the pawnbroker (rahin) regarding the management of the guaranteed rice 

fields, and the management is fully controlled by the pawnee (murtahin). In Islamic fiqh 

literature, this practice is included in the category of usury because there is an attempt to 

exploit rahin's rice fields by murtahin in order to get multiple profits. 
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Penggunaan Marhun pada Praktik Gadai Sawah di Pulau 

Sumbawa Perspektif Imam Madzhab 
Abstrak 
Praktik gadai sawah di di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan akad 

utang piutang antara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin), yakni menjadikan 

harta berupa sawah sebagai bentuk kepercayaan dari pihak yang berpiutang. Praktik gadai 

sawah di pulau ini sudah berlangsung lama dan tetap bertahan di tengah masyarakat karena 

dipandang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi yaitu sarana tolong menolong. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan praktik gadai sawah di 

Pulau Sumbawa perspektif imam madzhab. Metode penelitian yakni observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Pulau 

Sumbawa pada dasarnya adalah akad hutang piutang antara pihak rahin (penggadai) dan 

murtahin (penerima gadai) yang mana penggadai (rahin) akan memberikan jaminan sawah 

miliknya kepada penerima gadai (murtahin) sebagai penguat perjanjian. Dilihat dari 
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perspektif imam madzhab maka praktik seperti ini termasuk kebiasaan yang tidak 

dibenarkan oleh syara‟ karena murtahin tidak meminta ijin baik secara lisan maupun 

tertulis kepada penggadai (rahin) terkait pengelolalan sawah jaminan tersebut, serta 

pengelolaan sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai (murtahin). Dalam literatur fikih 

Islam bahwa praktik seperti ini termasuk kategori riba karena ada usaha ekploitasi sawah 

milik rahin oleh murtahin guna mendapatkan keuntungan yang berlipat. 

Keywords: Pawn Practice, Rice Fields, Perspective „Urf 

 

 

1. Pendahuluan 
Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Nabi 

Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum yang 

sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu 

mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan 

hubungan manusia dengan khaliqnya. Islam merupakan agama yang bersifat universal dan 

berlaku sepanjang zaman [1]. Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang 

sejarahnya, di mana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa 

dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur‟an sebagai landasannya. Islam 

datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan 

hidup tertentu [2]. 

Sisi lain Islam mengajarkan kepada umatnya suapaya hidup saling tolong menolong, 

yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. 

Bentuk dari pertolongan ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Pertolongan 

dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia 

dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan 

utangnya. Sehingga, apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang 

jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah 

rahn atau gadai [3] 

Menurut syariat Islam bahwa ar-rahn adalah menjadikan barang berharga sebagai 

jaminan utang. Jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari 

padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan tindakan kebajikan untuk menolong 

orang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Gadai 

mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong 

menolong [4]  

Aktifitas ar-rahn juga dilakukan oleh masyarakat Pulau Sumbawa Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Aktifitas masyarakat pada musim paceklik yakni melakukan transaksi gadai 

sawah kepada penerima gadai (murtahin), dalam akad perjanjian ini pihak penggadai akan 

menerima sejumlah uang secara tunai dari pihak penerima gadai dengan syarat bahwa sawah 

yang dijadikan jaminan tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai, pihak 

penggadai akan mendapatkan sawahhnya kembali jika ia membayar sejumlah uang yang 

sama kepada penerima gadai. 

Gadai sawah di pulau ini merupakan alternatif penyaluran uang  pinjaman yang 

dilakukan dengan cara cepat, mudah, aman, dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi 

masyarakat yang melakukan pinjaman. Tanah gadai yang dijadikan jaminan itu memiliki 

tenggang waktu untuk ditebus oleh rahin kepada murtahin harus tepat bulan September, jika 
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di luar bulan september walaupun rahin memiliki uang untuk menebusnya maka  hal tersebut 

tidak berlaku [5] 

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Sumbawa dianggap menjadi 

bagian dari tolong menolong (ta‟awwun) karena pihak penerima gadai membantu 

meminjamkan sejumlah uang kepada penggadai, namun tanah yang dijadikan sebagai 

jaminan tersebut sepenuhnnya dikelola oleh pihak penerima gadai, hal ini membuat resah 

sebagian masyarakat berpredikat sebagai petani dan buruh tani, maka praktek semacam ini 

harus ditentukan hukumnya dalam perspektif Imam madzhab.  

 

2. Metode Penelitian 
Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati [6]. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normative yaitu menggambarkan kondisi 

masyarakat di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara lengkap dengan 

struktur, lapisan, dan berbagai gejala sosial dapat dilihat [7]. Dengan pendekatan sosiologis 

normative diharapkan dapat mengetahui berbagai keadaan tentang penggunaan marhun pada 

praktik gadai sawah di Pulau Sumbawa perspektif imam madzhab [8].  

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Ketiga tehnik pengumpulan data ini dianggap paling tepat karena sesuai 

dengan permasalahan [9]. Adapun tehnik analisi data dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya penuh. Secara umum 

proses analisis data mencakup: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [10]. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Praktik di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat  

Praktik gadai sawah di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 

dasarnya adalah akad utang piutang dengan jaminan sawah antara penggadai (rahin) 

dan penerima gadai (murtahin). Praktik gadai sawah ini dilakukan atas dasar suka sama-

suka antara pihak yang berakad. Dalam akadnya penggadai akan mengungkapkan 

keinginannya untuk menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai sesuai dengan 

nominal hutang yang dibutuhkan [11]. Kemudian, jika penerima gadai tersebut 

menyepakatinya maka uang akan langsung diserahkan kepada penggadai dengan 

jaminan sawah sebagai penguat perjanjian hutang. Alasan para penggadai sawah 

beragam misalnya untuk kebutuhan sekolah, biaya berobat, kebutuhan untuk bertani, 

atau  memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hukum ekonomi syariah praktek gadai 

harus terdapat penggadai sawah (rahin), penerima gadai (murtahin), sawah yang 

dijadikan sebagai barang jaminan (marhun), hutang (marhun bih), ucapan kesepakatan 

dalam gadai (ijab dan kabul) [12]. 

Gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Sumbawa sudah memenuhi 

unsur rukun yang sesuai hukum ekonomi Islam, yakni adanya penggadai (rahin), 

penerima gadai (murtahin), barang jaminan berupa sawah (marhun), hutang (marhun 

bih), dan pernyataan serah terima (ijab dan kabul). Unsur rukun gadai tersebut menjadi 

sesuatu yang amat penting dalam praktik gadai sawah, jika hal ini tidak terpenuhi maka 
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transaksi dianggap batal [13]. Apabila akad sudah selesai dilakukan, maka pihak  

penerima gadai (murtahin) akan memberikan pinjaman uang kepada penggadai (rahin) 

sesusai dengan jumlah permintaannya, maka sawah  yang dijadikan sebagai barang 

jaminan tersebut akan diambil alih hak pengelolaannya oleh pihak penggadai (murtahin) 

minimal satu tahun atau tiga kali musim cocok tanam [14].  

Ketentuan praktik gadai sawah oleh masyarakat Pulau Sumbawa bahwa sawah 

yang dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut sepenuhnya dikuasai oleh penerima 

gadai (murtahin). Faktanya bahwa penerima gadai (murtahin) tidak hanya mengambil 

manfaat untuk mengganti biaya perawatan dan pemeliharaan, namun seluruh hasil 

sawah tersebut dikuasai oleh mereka. Berdasarkan adat atau kebiasaan yang berlaku di 

masyarakat bahwa sawah yang dijadikan jaminan tersebut bisa ditebus oleh pihak 

penggadai ketika memasuki Bulan September di tahun yang akan datang. Apabila para 

penggadai (rahin) atau penggadai tersebut belum mampu untuk melunasi hutangnya, 

maka selama itu pihak penerima gadai (murtahin) mengambil manfaat dari pengelolaan 

sawah [15]. 

Jika penggadai (rahin) ingin menambah hutangnya kepada pihak penerima 

gadai (murtahin) akan diperbolehkan selama ada kesepakatan antara keduanya, jika 

salah satu pihak merasa berat, maka penggadai (rahin) berhak untuk mencarikan 

penerima gadai (murtahin) yang lain untuk menadapatkan pinjaman uang sesuai dengan 

jumlah yang diinginkan [16]. Jika tanah jaminan tersebut sudah jatuh tempo atau 

mencapai bulan September pihak penggadai (rahin) belum mampu untuk melunasi 

hutangnya, maka pihak penerima gadai (murtahin) tidak menjual sawah tersebut, 

melainkan akan terus diambil manfaatnya sampai penggadai (rahin) sudah memiliki 

uang. Hal ini tentu pihak penerima gadai (murtahin) mendapatkan keuntungan yang 

sangat banyak dari pengelolaan sawah yang dijadikan barang gadai [17]. 

Kajian fikih Islam, bahwa barang yang dijadikan jaminan dipandang sebagai 

amanat pada tangan penerima gadai (murtahin), sama dengan amanat lain, dia tidak 

harus membayar jika barang itu rusak, kecuali jika tindakanya. Penerima gadai hanya 

bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar 

barang itu tidak rusak [18]. Barang jaminan yang rusak di luar kemampuan penerima 

gadai (murtahin) tidak harus diganti, maka barang tersebut dijadikan sebagai amanat 

yang tidak boleh diganggu oleh penerima gadai (murtahin). Sedangkan biaya 

pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu hanya sejumlah biaya yang 

diperlukan [19]. 

 

3.2. Penggunaan Marhun Perspektif Imam Madzhab 
3. 2.1 Pendapat Imam Syafi‟i 

Kajian kitab al-um karya imam Syafi‟i sebagai kitab pokoknya apabila kita teliti, 

di sana kita tidak akan menemukan suatu bab yang khusus membahas tentang manfaat 

dari barang jaminan, terutama tentang manfaat barang jaminan tanah kebun secara 

khusus.[20] Dalam judul bab “yang merusak gadai” Imam syafi‟i mengatakan bahwa: 

 يْء  مَنَافِعُ الرَّهْنِ للِرَّاهِنِ لَيْسَ للِْمُرْتََِنِ مِن ْهَا شَ 
Artinya: Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada 

sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.  
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Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa yang berhak mengambil 

manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang mengadaikan barang 

tersebut dan bukan penerima gadai, walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil 

manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau 

barang jaminan ada di tangan si penerima gadai. Hanya ada waktu barang tersebut 

diambil manfaatnya, maka kekuasaan untuk sementara waktu beralih kepada yang 

menggadaikan [21]. 

Pihak yang berhak memperoleh manfaat dari barang gadaian ialah yang 

menggadaikan walaupun barang gadaian itu dikembalikan dulu kepada yang 

menggadaikannya. Jika si penerima gadai tidak percaya atas barang yang digadaikan itu 

akan dikembalikan lagi kepadanya oleh yang menggadaikan, maka hendaknya ketika 

akad itu, diadakan saksi [22]. 

3. 2.2 Pendapat Imam Malik (Malikiyah) 

Para ulama Malikiyah mengatakan: 

 ...ثََرََةُ الْمَرْهُوْنِ وَمَا يَ ن ْتَجُّ مِنْهُ مِنْ حُقُوْقِ الرَّاهِنِ فَ هُوَ لَهُ مَا لََْ يَشْتََِطِ الْمُرْتََِنُ ذَلِكَ 

Artinya: Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, 

adalah termasuk hak-hak yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang 

menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan 

Apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil dari barang gadaian itu untuk dia, 

maka hal ini bisa saja berlaku dengan syarat, pertama, utang terjadi disebabkan karena 

jual beli dan bukan karena menguntungkan [23]. Hal ini dapat terjadi seperti seseorang 

menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar 

kontan), kemudian meminta gadai dengan suatu barang  sesuai dengan hutangnya, maka 

ini dibolehkan. Kedua, Pihak menerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang 

gadai adalah untuknya. Ke tiga, Jangka waktu mengambil manfaat yang telah 

disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak 

diketahui batas waktunya, menjadi tidak sah [24]. 

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil 

manfaat dari barang yang digadaikan. Apabila dengan sebab mengutangkan, maka tidak 

sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dengan cara apapun, baik 

pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai ataupun tidak, dibolehkan 

oleh yang menggadaikan atau tidak, ditentukan waktunya ataupun tidak. Ketidak 

bolehan itu termasuk kepada mengutangkan yang mengambil manfaat, sedangkan hal itu 

termasuk riba [25]. 

3. 2.3 Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbaliyah) 

Ulama-ulama Hanbaliyah dalam masalah ini memperhatikan kepada barang 

yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari 

hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah dan ditunggangi. Dalam bab 

kitab Madzahibul Arbaah susunan Abdurrahman Al-Zajairi disebutkan sebagai berikut: 

نْ أَ  نِ يُ ركَْبُ وَيُُْلَبُ أَوْ يَكُوْنَ غَي ْرَ حَيَ وَانٍ فَاِنْ كَانَ مََْلُوْبًً أَوْ مَركُْوْبًً فَلِلْمُرْتََِ  الْمَرْهُوْنُ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ حَيَ وَانً 
تَفِعَ بِركُُوْبِهِ وَلَبْنِهِ بِغَيِْْ إِذْنِ الرَّاهِنِ   يَ ن ْ
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Artinya: Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan 

diperah dan adakalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan 

yang dapat ditunggangi, pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari 

barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seijin 

yang menggadaikan. 

Adapun jika barang yang digadaikan itu tidak dapat ditunggangi dan diperah, 

maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian 

dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama 

sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab bukan mengutangkan. Bila alasan gadai itu 

dari segi mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas 

barang yang digadaikan meskipun dengan seijin yang menggadaikan [26]. 

Jika kita perhatikan penjelasan di atas, dapat diambil pengertian bahwa pada 

pokoknya penerima gadai atas jaminan yang bukan hewan, tidak dapat mengambil 

manfaat dari barang gadaian. Tetapi walaupun demikian penerima gadai juga bisa 

mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat. Pertama, Ada ijin dari yang 

menggadaikan. Kedua, Adanya gadaian bukan sebab mengutangkan  

Tetapi dikatakan dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudammah, 

dikatakan sebagai berikut:  

تَفِعُ الْمُرْتََِنُ مِنَ الرَّهْنِ    لُوْبًً  فَ يَ ركَْبُ وَيَُْلِبُ بِقَدْرِ العَلَفِ مَهْ  بِشَيْءٍ إِلََّ مَا كَان مَركُْوْبًً أَوْ  وَلََ يَ ن ْ

Artinya: Penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang gadaian 

sedikitpun kecuali dari yang sisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang 

dikeluarkan. 

 

Hal ini menunjukan tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat dari 

barang gadaian, kecuali bagi barang gadaian yang bisa ditunggangi atau diperah, maka 

bisa penerima gadai menunggangi atau memerah susunya. Pengecualian ini kuhusus 

hanya bagi binatang yang bisa diperas dan ditunggangi saja, sedangkan yang lainnya 

tidak bisa diqiyaskan kepadanya [27]. Lebih lanjut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-

Mughni menjelaskan dalam ringkasan  maksudnya bahwa pengambilan manfaat dari 

barang gadaian itu mencakup kepada dua keadaan: Pertama, Yang tidak membutuhkan 

kepada biaya seperti rumah, barang dan sebagainya, maka dalam keadaan ini penerima 

gadai tidak boleh mengambil manfaat tanpa seizin yang menggadaikan termasuk segala 

yang dihasilkan dan kemanfaatan barang tersebut. Kedua, Yang membutuhkan kepada 

pembiayaan. Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang 

yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah seperti pembagian 

yang sudah disebutkan sebelumnya [28]. Apabila yang menggadaikan memberi ijin 

kepada penerima gadai dalam nafkah dan mengambil manfaat dengan ukurannya, maka 

itu boleh karena hal itu termasuk kepada salah satu macam dari macam-macam bentuk 

mu‟awadlah. 

Apabila barang yang digadaikan itu tidak bisa diperah dan tidak bisa 

ditunggangi, maka terbagi menjadi kedua bagian. Pertama, Apabila barang yang 

digadaikan itu terdiri dari hewan, seperti amat atau abid boleh menjadikannya sebagai 

khadam. Kedua, Apabila bukan, seperti rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka 

tidak boleh mengambil manfaatnya [29]. 
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3. 2.4 Pendapat Abu Hanifah  

Menurut ulama-ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaataan 

barang gadaian yang mengakibatkan kurang harganya atau tidak, maka apabila yang 

menerima gadai memberi ijin, maka sahlah mengambil manfaat dari barang yang 

digadaikan itu oleh orang yang menggadaikan. Apabila yang menggadaikan 

mentasharufkan barang gadaian dengan menjualnya tanpa seijin dari penerima gadai, 

maka jual belinya itu tidak sah, terkecuali jika yang menggadaikan terlebih dahulu 

membayar utangnya. Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban 

penerima gadai, karena barang tersebut ada di tangan dan kekuasaan penerima gadai. 

Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang 

berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya hadits yang disebutkan di 

atas menyebutkan secara khusus tentang binatang  yang dapat diperah dan ditunggangi, 

tetapi walaupun demikian barang-barang selain  binatangpun dapat diqiyaskan 

kepadanya, sehingga dengan demikian, yang berhak mengambil manfaat atas barang 

gadaian adalah si penerima gadai [30]. 

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, tidak dijumpai keterangan secara 

langsung mengenai masalah gadai-menggadai tanah ataupun kebun baik dari al-Qur‟an 

maupun As-Sunnah, yang ada hanyalah binatang. Menurut hemat penulis terkait dengan 

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, 

sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang jaminan hutang bisa ditunggangi 

dan diperah dan atas menunggangi dan memeras susunya wajib nafkah (HR. Bukhari). 

Hadits ini bisa diqiyaskan untuk barang jaminan berupa sawah [30]. Walaupun sawah 

tersebut bukan barang bergerak seperti hewan yang bisa ditunggangi dan diperah 

susunya, namun memiliki manfaat untuk bisa dikelola guna diambil manfaatnya, jika 

tanah tersebut di bawah kekuasaan murtahin, maka murtahin boleh mengambil 

manfaatnya sebatas mengganti biaya perawatan dan pemeliharaan sawah tersebut, 

seperti biaya untuk merawat batas-batas tanah agar tidak terkikis air yang menyebabkan 

sawah tersebut akan rusak dan berdampak terhadap harga tanah sawah. Di sisi lain 

sawah yang sering digunakan pestisida akan mengurangi tingkat kesuburan sawah. 

Tentu hal ini akan merugikan pihak rahin [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabel 1. (Bentuk praktik gadai yang sah dan tidak sah) 

No Praktik Gadai yang Sah Praktik Gadai yang tidak Sah 

 

1.  Dalam praktik gadai harus terpenuhi rukun dan 

syarat gadai. Rukun gadai terdiri dari rahin, 

murtahin, marhun, marhun bih, ijab dan Kabul. 

Apabila praktik gadai tidak 

memenuhi salah satu unsur 

rukun dan syarat maka 
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Adapun syarat gadai yakni, syarat yang berkaitan 

dengan rahin dan murtahin harus orang yang 

cakap hukum yakni mereka memahami 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. 

Marhun tidak rusak sebelum hutang dilunasi 

atau keadaan sawah tidak berubah sebelum 

ditebus oleh rahin, marhun bih dalam keadaan 

tetap. Ijab dan Kabul dilakukan dengan 

menyampaikan keinginan secara lisan, isyarat, 

atau tertulis. Dalam lafadz ini harus memuat 

maksud antara penggadai dan penerima gadai.  

praktik gadai tersebut 

termasuk kategori akad yang 

fasid/batal/rusak. 

2.  Sawah jaminan hutang sepenuhnya dikuasai oleh 

rahin, termasuk yang menanggung biaya 

perawatan dan pemeliharaannya. Apabila sawah 

jaminan tersebut berada dibawah kekuasaan 

murtahin, maka murtahin harus meminta ijin 

kepada rahin untuk mengambil manfaat dari 

tanah jaminan tersebut sebatas mengganti biaya 

pemeliharaan dan perawatannya.   

Pihak murtahin mengambil 

manfaat dari sawah yang 

dijadikan jaminan hutang, 

melebihi biaya perawatan dan 

pemeliharaan maka hal ini 

termasuk dalam kategori riba. 

3.  Apabila sudah jatuh tempo marhun bih 

jumlahnya harus tetap dengan nomimal awal 

akad piutang, tidak boleh lebih atau kurang. 

Apabila nominal marhun bih 

berubah maka akan 

merugikan salah satu pihak.  

4.  Jika rahin tidak mampu melunasi hutangnya 

pada waktu yang telah dispekati, maka murtahin 

boleh menjual barang jaminan atau sawah 

tersebut kepada orang lain sepengetahuan pihak 

rahin  

Apabila harga barang jaminan 

lebih dari jumlah hutang, 

maka murtahin harus 

mengembalikannya kepada 

pihak rahin. Apabila masih 

kurang maka murtahin harus 

menagihnya kepada pihak 

rahin.  

5.  Untuk menghindari terjadinya riba maka harus 

ada akad pembagian hasil (muzaroah atau 

mukhorobah) 

Murtahin tidak diperbolehkan 

melakukan tindakan 

ekploitasi terhadap sawah 

yang dijadikan sebagai 

jaminan hutang karena hal ini 

akan merugikan pihak rahin. 

4. Kesimpulan 

Praktik gadai sawah di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 

dasarnya adalah akad utang piutang, yang mana pihak penggadai (rahin) berhutang kepada 

penerima gadai (murtahin) dengan memberikan jaminan berupa sawah sebagai penguat 

perjanjian. Praktik gadai ini didasari karena faktor keterbatasan ekonomi dalam memenuhi 

kebutuhan hidup penggadai (rahin). Praktik gadai sawah di Pulau Sumbawa perspektif Imam 

Madzhab termasuk kategori muamalah yang fasad/rusak penerima gadai (murtahin) tidak 

meminta ijin secara langsung kepada penggadai (rahin) untuk mengelola sawah yang 

dijadikan barang jaminan tersebut. Pada sisi lain penerima gadai (murtahin) menguasai 
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sepenuhnya barang jaminanan tersebut tanpa ada sistem bagi hasil, hal ini bertentangan 

dengan prinsip ekonomi islam karena terdapat usaha ekploitasi sawah yang dijadikan jaminan 

hutang demi mendapatkan keuntungan yang berlipat. 
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